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ILUSTRASI KRITERIA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH
Beberapa contoh kondisi yang menggambarkan kondisi kekumuhan
yang ditinjau dari aspek:
1. Bangunan Gedung

kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, meliputi:

a. ketidakteraturan bangunan

Gambar 1. Contoh Kondisi Ketidakteraturan Bangunan
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2017
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b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai

dengan ketentuan rencana tata ruang

Gambar 2. Contoh Kondisi Kepadatan Bangunan yang Tinggi
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat

Gambar 3. Contoh Kondisi Bangunan yang Tidak Sehat
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014
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2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup:
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan

perumahan atau permukiman

Gambar 4. Contoh Kondisi Perumahan yang Tidak Terlayani Jalan
Lingkungan
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2017

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk

Gambar 5. Contoh Kondisi Permukaan Jalan Lingkungan yang Rusak
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2017
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Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum
a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau

b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan

a. drainase lingkungan yang tidak tersedia

Gambar 6. Contoh Kondisi Jalan yang Tidak Dilengkapi Saluran
Drainase
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2017

Gambar 7. Contoh Kondisi Saluran Drainase yang Tidak Terhubung
dengan Sistem Drainase Perkotaan Sehingga Menimbulkan Genangan
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014
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b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air

hujan sehingga menimbulkan genangan

Gambar 8. Contoh Kondisi Genangan di Samping Jalan Lingkungan
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Gambar 9. Contoh Kondisi Saluran Pasangan Batu yang Rusak
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2017

JDIH Kementerian PUPR



-6 -

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah
mencakup:
a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan

teknis

Gambar 10.Contoh Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat yang
Tidak Sesuai Standar

Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi

persyaratan teknis

Gambar 11. Contoh Kondisi Sanitasi dimana Tidak Tersedia
Prasarana Tangki Septik
Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014
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Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
mencakup:
a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis

"IN TR
[

Gambar 12.Contoh Kondisi Tidak Tersedianya Tempat Sampah
Sehingga Sampah Dibuang Sembarang

Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014

b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan

teknis

Gambar 13.Contoh Sistem Pengangkutan Sampah yang Tidak Berjalan
Baik Sehingga Terjadi Penumpukan Sampah di TPS

Sumber: Profil Kawasan Permukiman Kumuh, 2014
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7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup
ketidaktersediaan sebagai berikut:
a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia

b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

ILUSTRASI TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
berdasarkan letak lokasi secara geografis. Tipologi perumahan kumuh
dan permukiman kumuh terdiri dari perumahan kumuh dan
permukiman kumuh:

a. di atas air;

b. di tepi air;

c. di dataran rendah;

d. di perbukitan; dan/atau

e. di daerah rawan bencana.

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan

permukiman kumuh dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

NO TIPOLOGI LOKASI

perumahan kumuh dan|perumahan kumuh dan permukiman
permukiman kumuh di|lkumuh yang berada di atas air, baik
atas air daerah pasang surut, rawa, sungai atau
laut dengan mempertimbangkan kearifan

lokal.

perumahan kumuh dan|perumahan kumuh dan permukiman
permukiman kumuh di|kumuh yang berada tepi badan air
tepi air (sungai, pantai, danau, waduk dan
sebagainya), namun berada di luar Garis
Sempadan Badan Air dengan

mempertimbangkan kearifan lokal.

perumahan kumuh dan |perumahan kumuh dan permukiman
permukiman kumuh di|kumuh yang berada di daerah dataran

dataran rendah rendah dengan kemiringan lereng < 10%.

JDIH Kementerian PUPR




NO TIPOLOGI LOKASI
4. |perumahan kumuh dan|perumahan kumuh dan permukiman
permukiman kumuh di|kumuh yang berada di daerah dataran
perbukitan tinggi dengan kemiringan lereng > 10 %
dan < 40%
S. |perumahan kumuh dan|perumahan kumuh dan permukiman

permukiman kumuh di

daerah rawan bencana

kumuh yang terletak di daerah rawan
bencana alam, khususnya bencana alam

tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Sumber: Tim Penyusun, 2015
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Tipologi Perumahan / Permukiman Kumuh di
Tepi Air

Tipologi Perumahan/Permukiman Kumuh di Dataran Tipologi Perumahan/Permukiman Kumuh di
Rendah Perbukitan

L g :{i:‘ T'"
Tipologi Perumahan/Permukiman Kumuh di Daerah
Rawan Longsor

Gambar 14. Contoh Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Sumber: Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 2014
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A. FORMAT ISIAN IDENTIFIKASI LOKASI DAN FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Dalam prosedur pendataan, Pemerintah Daerah menyiapkan format
isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi perumahan

kumuh dan permukiman kumubh.

Tabel 1. Format Isian Identifikasi Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh

I.1. FORMAT ISIAN
A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor T ettt et eae et
Jabatan PP PP PP
Alamat PP PP
No. Telp. L ettt ettt ettt ettt e et e a et aa e
Hari/Tanggal SUTIVEL ..ottt

B. DATA RESPONDEN

Nama ReSPONAEn 1 .ot
Jabatan L e et eaens
Alamat L e et eaens
No. Telp. T ettt aans
Hari/Tanggal Pengisian @ ..o e

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi T ettt ettt et eeeeeeteeteeeteeteeteetteeteeteeiteateateeteeateeiaaaaaaa
Luas Area T ettt ettt e eeeeeeeeeteeteeeneeeateeaaaeeaeeeaeeaaaeaaeaanes
Koordinat T ettt ettt et eeeeeeeeteeeeeteeteetteeteeteeteateateeieeaeeeraaaaaaaan
Demografis:
JUMIAR JIWa 1 i e
Jumlah Laki-Laki @ i e
Jumlah Perempuan ..o
Jumlah KelUuarga: ....o.oeiuiiiiiiii i e
Administratif:
RW L ettt e et et e e e e e e e ae e ae e aaeaans

[Type text]



Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Permas
Potensi

Tipologi

alahan

Peta Lokasi

D. KONDIST BANGUNAN

1.

Mohon

Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian bentuk,
besaran, perletakan
dan tampilan
bangunan dengan
arahan RDTR

Kesesuaian tata
bangunan dan tata
kualitas lingkungan
dengan arahan
RTBL

dapat dilampirkan

bangunan pada lokasi.

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan
penataan bangunan

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata
bangunan
Nilai KLB rata-rata
bangunan

Kesesuaian tingkat
kepadatan
bangunan (KDB,
KLB dan kepadatan
bangunan) dengan
arahan RDTR dan
RTBL

76% - 100% kepadatan bangunan pada
lokasi tidak sesuai ketentuan

51% - 75% kepadatan bangunan pada
lokasi tidak sesuai ketentuan

25% - 50% kepadatan bangunan pada
lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan
bangunan pada lokasi.

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan
bangunan gedung
yang telah diatur

pengendalian dampak lingkungan

pembangunan bangunan gedung di atas
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dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum

keselamatan bangunan gedung

kesehatan bangunan gedung

kenyamanan bangunan gedung
kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan
gedung pada
perumahan dan
permukiman

76% - 100% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan
persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis
bangunan

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN
1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan 76% - 100% area tidak terlayani oleh
Perumahan dan jaringan jalan lingkungan
Permukiman yang 51% - 75% area tidak terlayani oleh
dilayani oleh jaringan jalan lingkungan

Jaringan Jalan 25% - 50% area tidak terlayani oleh
Lingkungan jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan
lingkungan pada lokasi.

2. Kualitas Permukaan Jalan
Jenis permukaan jalan perkerasan lentur
jalan jalan perkerasan kaku
jalan perkerasan kombinasi
jalan tanpa perkerasan

Kualitas permukaan 76% - 100% area memiliki kualitas permukaa|
jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
51% - 75% area memiliki kualitas permukaan|
yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
25% - 50% area memiliki kualitas permukaan
yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan
jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM
1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum
Akses aman 76% - 100% populasi tidak dapat

terhadap air minum
(memiliki kualitas
tidak berwarna,
tidak berbau, dan
tidak berasa)

mengakses air minum yang aman
51% - 75% populasi tidak dapat
mengakses air minum yang aman
25% - 50% populasi tidak dapat
mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang
dapat diakses masyarakat.

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum
Kapasitas 76% - 100% populasi tidak terpenuhi
pemenuhan kebutuhan air minum minimalnya
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kebutuhan (60 51% - 75% populasi tidak terpenuhi
L/hari) kebutuhan air minum minimalnya
25% - 50% populasi tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya
kebutuhan air minum pada lokasi.

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN
1. Ketidaktersediaan Drainase

saluran tersier 76% - 100% area tidak tersedia drainase
dan/atau saluran lingkungan dan/atau tidak terhubung
lokal pada lokasi dengan hirarki di atasnya

51% - 75% area tidak tersedia drainase
lingkungan dan/atau tidak terhubung
dengan hirarki di atasnya

25% - 50% area tidak tersedia drainase
lingkungan dan/atau tidak terhubung
dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaktersediaan
saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal
dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal
dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air
Genangan yang lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan
terjadi terjadi 2 x setahun)
kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam
dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan 76% - 100% area terjadi genangan>30cm,
> 2 jam dan > 2 x setahun

51% - 75% area terjadi genangan>30cm, >
2 jam dan > 2 x setahun

25% - 50% area terjadi genangan>30cm, >
2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi
tersebut (bila ada).

3. Kualitas Konstruksi Drainase
Jenis konstruksi Saluran tanah
drainase Saluran pasang batu
Saluran beton

Kualitas Konstruksi 76% - 100% area memiliki kualitas
kontrsuksi drainase lingkungan buruk
51% - 75% area memiliki kualitas
kontrsuksi drainase lingkungan buruk
25% - 50% area memiliki kualitas
kontrsuksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi
drainase yang buruk pada lokasi.

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis
Sistem pengolahan 76% - 100% area memiliki sistem
air limbah tidak pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
memadai persyaratan teknis
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51% - 75% area memiliki sistem
pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki sistem
pengelolaan air limbah yang tidak sesuai
persyaratan teknis

(kakus/kloset yang
tidak terhubung
dengan tangki septik
/ IPAL)

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem
pengelolaan air limbah pada lokasi.

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai

Persyaratan Teknis
Prasarana dan
Sarana Pengolahan
Air Limbah yang Ada

Pada Lokasi

Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki
Septik

Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan
Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian 76% - 100% area memiliki prasarana dan

Prasarana dan
Sarana Pengolahan

sarana pengelolaan air limbah yang tidak
memenuhi persyaratan teknis

Air Limbah dengan
persyaratan teknis

51% - 75% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah yang tidak

memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah yang tidak
memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana
pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan tenis.

I. KONDIST PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Tempat sampah
Sarana tempat pengumpulan sampah (TPS) atau
Persampahan yang TPS 3R
Ada Pada Lokasi Sarana pengangkut sampah

Tempat pengolahan sampah terpadu

(TPST) pada skala lingkungan

Ketidaksesusian 76% - 100% area memiliki prasarana dan
Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak
Sarana memenuhi persyaratan teknis
Persampahan 51% - 75% area memiliki prasarana dan
dengan Persyaratan sarana pengelolaan persampahan tidak
Teknis memenuhi persyaratan teknis

25% - 50% area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan tidak
memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing
prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi
persyaratan teknis.

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem 76% - 100% area memiliki sistem
persampahan pengelolaan persampahan yang tidak
(pemilahan, sesuai standar teknis
pengumpulan, 51% - 75% area memiliki sistem
pengangkutan, pengelolaan persampahan yang tidak
pengolahan) sesuai standar teknis
25% - 50% area memiliki sistem
pengelolaan persampahan yang tidak
sesuai standar teknis
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Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana
persampahan pada lokasi.

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN
1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Pasokan air untuk pemadam kebakaran
Kebakaran jalan lingkungan yang memadai untuk
Lingkungan yang sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
ada sarana komunikasi

data tentang sistem proteksi kebakaran

Ketidaktersediaan 76% - 100% area tidak memiliki prasarana
Prasarana Proteksi proteksi kebakaran
Kebakaran S51% - 75% area tidak memiliki prasarana

proteksi kebakaran
25% - 50% area tidak memiliki prasarana
proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem
Proteksi kebakaran pada lokasi/

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
Kebakaran kendaraan peadam kebakaran
Lingkungan yang mobil tangga
ada
Ketidaktersediaan 76% - 100% area tidak memiliki sarana
Sarana Proteksi proteksi kebakaran
Kebakaran S51% - 75% area tidak memiliki sarana
proteksi kebakaran
25% - 50% area tidak memiliki sarana
proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman
di lokasi.

Sumber: Tim Penyusun, 2017




Tabel 2. Format Numerik Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

FORMAT NUMERIK
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan : Luas SK
Kelurahan : Luas Verifikasi
Kecamatan : Jumlah Bangunan
Kab/Kota : Jumlah Penduduk
Provinsi : Jumlah KK

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN
1 Aspek Kondisi Bangunan Gedung

a. Ketidakteraturan Bangunan m Jumlah bangunan tidak teratur

b. Tingkat Kepadatan Bangunan m Luas kawasan dg kepadatan > 200/250 unit/ha

c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis m Jumlah bangunan tdk sesuai teknis

Bangunan
2 Aspek Kondisi Jalan Lingkungan

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan m Panjang jalan ideal (standar minimal)
Panjang jalan eksisting

b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan m Panjang jalan dengan permukaan retak dan perubahan
bentuk

3 Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum
a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum m Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas
b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Jumlah KK tidak terpenuhi air minum cukup
4 Aspek Kondisi Drainase Lingkungan

a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Luas kawasan yang terkena genangan
Panjang drainase ideal (standar minimal)

b. Ketidaktersediaan Drainase Panjang saluran drainase eksisting

c. Kualitas Konstruksi Drainase Panjang saluran drainase rusak

Numerik

Unit

Unit

3

3

3

KK
KK

2

8

8




Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai
Standar Teknis

b  Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah
Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis

Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak
Sesuai dengan persyaratan Teknis

b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak
sesuai Standar Teknis

Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran

b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Jumlah KK tidak terakses sistem air limbah standar

Jumlah KK dengan sararna dan prasarana air
limbah tidak sesuai standar teknis

Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah

yang
tidak sesuai standar teknis

Jumlah KK dg sistem pengolahan sampah tdk
sesuai standar teknis

Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana
proteksi

kebakaran

Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi
kebakaran

KK

KK

KK

KK

Unit

Unit

Sumber: Tim Penyusun, 2018




B.

FORMULASI PENILAIAN LOKASI

Formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

KRITERIA

Tabel 3. Formulasi Penilaian Lokasi

INDIKATOR

PARAMETER

NILAI

SUMBER DATA

A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN

1.

KONDISI
BANGUNAN
GEDUNG

e kesehatan bangunan gedung

lokasi tidak memenuhi

a. Ketidakteraturan ¢ Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan 76% - 100% bangunan pada 5
Bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, lokasi tidak memiliki
besaran, perletakan, dan tampilan bangunan keteraturan
p.ada suatu zona dan/atau 51% - 75% bangunan pada 3 Dokumen RDTR &
e Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan lokasi tidak memiliki :
. . . . RTBL, Format Isian,
tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi keteraturan Observasi
pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, 1
o7 . . . . 25% - 50% bangunan pada
ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas L e
; . 2o lokasi tidak memiliki
lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan Kketerat
wajah jalan. cteraturan
: o 5 e
b. Eﬁfgjﬁlan Kepadatan ¢ KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 17e 6 : datle?r? t/f dZinsgues?Ji? memiliki 5
e KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau k(gcentuan
RTBL; dan/atau e Dokumen RDTR &
. . . 51% - 75% bangunan memiliki 3
e Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, . . RTBL, Dokumen
yaitu: Lepadatan tidak sesuai IMB, Format Isian,
e untuk kota metropolitan dan kota besar>250 e‘zentuazl yeun i Peta Lokasi
unit/Ha 25% - 50% bangunan .mem111k1
e untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha fgii?ﬁii tidak sesuai
c. Ketidaksesuaian Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi 76% - 100% bangunan pada S
dengan Persyaratan |persyaratan: lokasi tidak memenuhi
Teknis Bangunan ¢ pengendalian dampak lingkungan persyaratan teknis
. Wawancara, Format
e pembangunan bangunan gedung di atas 51% - 75% bangunan pada 3 .
. . .. . Isian, Dokumen
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau lokasi tidak memenuhi .
. IMB, Observasi
prasarana/sarana umum persyaratan teknis
e keselamatan bangunan gedung 25% - 50% bangunan pada 1




KRITERIA

INDIKATOR

e kenyamanan bangunan gedung
o kemudahan bangunan gedung

PARAMETER
persyaratan teknis

SUMBER DATA

berbau, dan tidak berasa

yang aman

S51% - 75% populasi tidak dapat
mengakses air minum yang
aman

25% - 50% populasi tidak dapat
mengakses air minum yang
aman

Jaringan jalan |Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak 76% - 100% area tidak terlayani
lingkungan tidak |terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai oleh jaringan jalan lingkungan
melayani seluruh |dengan ketentuan teknis 51% - 75% area tidak terlayani Wgwancara, Formg t
: .. . . Isian, Peta Lokasi,
lingkungan oleh jaringan jalan lingkungan Observasi
perumahan atau 25% - 50% area tidak terlayani
permukiman oleh jaringan jalan lingkungan
Kualitas Permukaan |Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi 76% - 100% area memiliki
2. KONDISI JALAN . . . . .
Jalan Lingkungan |kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan kualitas permukaan jalan yang
LINGKUNGAN .
yang buruk atau permukiman buruk
51% - 75% area memiliki Wawancara, Format
kualitas permukaan jalan yang Isian, Peta Lokasi,
buruk Observasi
25% - 50% area memiliki
kualitas permukaan jalan yang
buruk
3. KONDISI akses aman air |Masyarakat pada lokasi  perumahan dan 76% - 100% populasi tidak
PENYEDIAAN AIR minum tidak tersedia |permukiman tidak dapat mengakses air minum dapat mengakses air minum
MINUM yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak

Wawancara, Format
Isian, Observasi

kebutuhan air
minum minimal
setiap individu tidak
terpenuhi

Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi
perumahan atau permukiman tidak mencapai
minimal sebanyak 60 liter/orang/hari

76% - 100% populasi tidak
terpenuhi kebutuhan air
minum minimalnya

51% - 75% populasi tidak
terpenuhi kebutuhan air
minum minimalnya

25% - 50% populasi tidak
terpenuhi kebutuhan air
minum minimalnya

Wawancara, Format
Isian, Observasi




KRITERIA INDIKATOR PARAMETER NILAI SUMBER DATA
4. KONDISI a. drainase lingkungan |Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak 76% - 100% area tidak tersedia 5
DRAINASE tidak tersedia tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran drainase lingkungan dan/atau
LINGKUNGAN pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak terhubung dengan hirarki
tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan di atasnya
51% - 75% area tidak tersedia 3
. . Wawancara, Format
drainase lingkungan dan/atau Isi Peta RIS
tidak terhubung dengan hirarki 81aont; cta B,
. servasi
di atasnya
25% - 50% area tidak tersedia 1
drainase lingkungan dan/atau
tidak terhubung dengan hirarki
di atasnya
drainase lingkungan |Jaringan drainase lingkungan tidak mampu 76% - 100% area terjadi S
tidak mampu |mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan>30cm, > 2 jam dan >
mengalirkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama 2 x setahun
limpasan air hujan |lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun 51% - 75% area terjadi 3 | Wawancara, Format
sehingga genangan>30cm, > 2 jam dan > Isian, Peta RIS,
menimbulkan 2 x setahun Observasi
genangan 25% - 50% area terjadi 1
genangan>30cm, > 2 jam dan >
2 x setahun
kualitas konstruksi | Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa 76% - 100% area memiliki 5
drainase lingkungan | galian tanah tanpa material pelapis atau penutup kualitas kontrsuksi drainase
buruk maupun karena telah terjadi kerusakan lingkungan buruk
51% - 75% area memiliki 3 Wawancara, Format
kualitas kontrsuksi drainase Isian, Peta RIS,
lingkungan buruk Observasi
25% - 50% area memiliki 1
kualitas kontrsuksi drainase
lingkungan buruk
5. KONDISI sistem  pengelolaan | Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau 76% - 100% area memiliki )
PENGELOLAAN air limbah  tidak | permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, sistem air limbah yang tidak Wawancara, Format
AIR LIMBAH memenuhi yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan sesuai standar teknis Isian, Peta RIS,
persyaratan teknis tangki septik baik secara individual/domestik, 51% - 75% area memiliki sistem 3 Observasi

komunal maupun terpusat.

air limbah yang tidak sesuai




PARAMETER

SUMBER DATA

KRITERIA

INDIKATOR

standar teknis

NILAI

25% - 50% area memiliki sistem 1
air limbah yang tidak sesuai
standar teknis
prasarana dan |Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air 76% - 100% area memiliki 5
sarana pengelolaan |limbah pada lokasi perumahan atau permukiman prasarana air limbah tidak

air limbah  tidak
memenuhi
persyaratan teknis

dimana:
1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki
septik;
2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah

sesuai persyaratan teknis

51% - 75% area memiliki
prasarana air limbah tidak
sesuai persyaratan teknis

3 Wawancara, Format
Isian, Peta RIS,
Observasi

setempat atau terpusat 25% - 50% area memiliki 1
prasarana air limbah tidak
sesuai persyaratan teknis
6. KONDISI prasarana dan | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi 76% - 100% area memiliki 5
PENGELOLAAN sarana persampahan | perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan prasarana pengelolaan
PERSAMPAHAN tidak memenuhi | persyaratan teknis, yaitu: persampahan yang tidak
dengan persyaratan 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah memenuhi persyaratan teknis
teknis pada skala domestik atau rumah tangga; 51% - 75% area memiliki 3
2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS prasarana pengelolaan Walt“{anca;)ra, F}glrsmat
3R (reduce, reuse, recycle) pada skala persampahan yang tidak swglt,) eta o
lingkungan; memenuhi persyaratan teknis servast
3. sarana pengangkutan sampah pada skala 25% - 50% area memiliki 1
lingkungan; dan prasarana pengelolaan
4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) persampahan yang tidak
pada skala lingkungan. memenuhi persyaratan teknis
sistem  pengelolaan | Pengelolaan persampahan pada  lingkungan 76% - 100% area memiliki )
persampahan tidak | perumahan atau permukiman tidak memenuhi sistem persampahan tidak
memenuhi persyaratan sebagai berikut: sesuai standar
persyaratan teknis 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 51% - 75% area memiliki sistem| 3 |Wawancara, Format
2. pengumpulan lingkungan; persampahan tidak sesuai Isian, Peta RIS,
3. pengangkutan lingkungan; standar Observasi
4. pengolahan lingkungan 25% - 50% area memiliki sistem| 1
persampahan tidak sesuai
standar
7. KONDISI prasarana  proteksi | Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran 76% - 100% area tidak memiliki 5 | Wawancara, Format




KRITERIA

INDIKATOR

PARAMETER

NILAI

SUMBER DATA

PROTEKSI kebakaran tidak | pada lokasi, yaitu: prasarana proteksi kebakaran Isian, Peta RIS,
KEBAKARAN tersedia 1. pasokan air; 51% - 75% area tidak memiliki 3 Observasi
2. jalan lingkungan; prasarana proteksi kebakaran
3. sarana komunikasi; dan/atau 25% - 50% area tidak memiliki 1
4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan; prasarana proteksi kebakaran
b. sarana proteksi | Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada 76% - 100% area tidak memiliki 5
kebakaran tidak | lokasi, yaitu: sarana proteksi kebakaran
tersedia 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 51% - 75% area tidak memiliki 3 Wa\yancara, Format
2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau sarana proteksi kebakaran Is1aOnl; Peta R_IS’
3. mobil tangga sesuai kebutuhan. 25% - 50% area tidak memiliki 1 servast
sarana proteksi kebakaran
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN
1. LEGALITAS a. Kejelasan Status |Kejelasan terhadap status penguasaan lahan Keseluruhan lokasi memiliki
LAHAN Penguasaan Lahan berupa: kejelasan status penguasaan +)
1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen lahan, baik milik sendiri atau
sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen milik pihak lain
keterangan status tanah lainnya yang sah; Sebagian atau keseluruhan Wawancara, Format
atau lokasi tidak memiliki kejelasan Isian, Dokumen
2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik status penguasaan lahan, baik Pertanahan,
adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan milik sendiri atau milik pihak B Observasi
tanah dari pemegang hak atas tanah atau lain
pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis
antara pemegang hak atas tanah atau pemilik
tanah dengan
b. Kesesuaian RTR Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam Keseluruhan lokasi berada pada
rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin zona peruntukan (+)
Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan perumahan /permukiman
Rencana Kabupaten/Kota (SKRK). sesuai RTR Wawancara, Format
Sebagian atau keseluruhan Isian, RTRW, RDTR,
lokasi berada bukan pada zona Observasi
peruntukan (-)
perumahan /permukiman
sesuai RTR
C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN
1. PERTIMBANGAN |a. Nilai Strategis | Pertimbangan letak lokasi perumahan atau Lokasi terletak pada fungsi 5 |Wawancara, Format




KRITERIA

INDIKATOR

PARAMETER

NILAI

SUMBER DATA

Lokasi permukiman pada: strategis kabupaten/kota Isian, RTRW, RDTR,
1. fungsi strategis kabupaten/kota; atau e Lokasi tidak terletak pada 1 Observasi
2. bukan fungsi strategis kabupaten/kota fungsi strategis kabupaten/kota
b. Kependudukan Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Untuk Metropolitan& Kota Besar )
perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: ¢ Kepadatan Penduduk pada
1. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha
150 jiwa/ha; Untuk Kota Sedang & Kota Kecil
2. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151- ¢ Kepadatan Penduduk pada Wawancara, Format
200 jiwa/ha; Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha Isian, Statistik,
3. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201- e Kepadatan Penduduk pada Observasi
400 jiwa/ha; Lokasi sebesar 151 - 200 3
4. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di Jiwa/Ha
atas 400 jiwa/ha; e Kepadatan Penduduk pada 1
Lokasi sebesar <150 Jiwa/Ha
c. Kondisi Sosial, |Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi e Lokasi memiliki potensi sosial,
Ekonomi, dan |perumahan atau permukiman berupa: ekonomi dan budaya untuk 5
Budaya 1. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi dikembangkan atau dipelihara
masyarakat dalam mendukung pembangunan; e Lokasi tidak memiliki potensi
2. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya Wawancara, Format
ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi tinggi untuk dikembangkan Isian, Observasi
masyarakat setempat; atau dipelihara 1
3. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau

warisan budaya tertentu dimiliki

masyarakat setempat

yang

Sumber: Tim Penyusun, 2017




Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan berdasarkan formula
penilaian tersebut di atas, selanjutnya lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dapat dikelompokkan dalam berbagai klasifikasi

prioritas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan

NILAI KETERANGAN BERBAGA A A A
A A A A4 A A6 Bl B2 B3 B4|B5 B6 4 6

Kondisi Kekumuhan
60 - 80 |[Kumuh Berat X[ X[ X]|X|X[X
38 - 59 |Kumuh Sedang X[ X[ X[ X[X[|X
16 — 37 |Kumuh Ringan XX X[ X]|X[|X

Legalitas Lahan

(+) Status Lahan Legal || X X X X X X X X X
(-) Status Lahan Tidak X X X X X X X X X

Legal
Pertimbangan Lain
11 - 15 |Pertimbangan Lain|| X |X XX XX
Tinggi
6 — 10 |Pertimbangan Lain XX X | X X | X
Sedang
1-5 |Pertimbangan Lain XX X | X X | X
Rendah

SKALA PRIORITAS
PENANGANAN =

Sumber: Tim Penyusun, 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
c. kumuh ringan bila memiliki nilai 16-37;

2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;

3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
a. status tanah legal bila memiliki nilai positif (+);

b. status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatf (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan
klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu:
1. Al merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain

tinggi, dan status tanah legal;
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2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain
tinggi, dan status tanah tidak legal;

3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain
sedang, dan status tanah legal;

4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain
sedang, dan status tanah tidak legal,;

5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain
rendah, dan status tanah legal;

6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain
rendah, dan status tanah tidak legal;

7. Bl merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain
tinggi, dan status tanah legal;

8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain
tinggi, dan status tanah tidak legal;

9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain
sedang, dan status tanah legal;

10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain
sedang, dan status tanah tidak legal;

11. BS merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain
rendah, dan status tanah legal;

12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain
rendah, dan status tanah tidak legal;

13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain
tinggi, dan status tanah legal;

14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain
tinggi, dan status tanah tidak legal;

15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain
sedang, dan status tanah legal;

16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain
sedang, dan status tanah tidak legal;

17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain
rendah, dan status tanah legal;

18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain

rendah, dan status tanah tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan

skala prioritas penanganan, sebagai berikut:
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e Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
e Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
e Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
e Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
e Prioritas S yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
e Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
e Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
e Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi BS dan B6;
e Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

FORMAT PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH
Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk
keputusan bupati/walikota atau gubernur khusus untuk Provinsi DKI
Jakarta berdasarkan hasil penilaian lokasi. Keputusan bupati/walikota
atau keputusan gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta
mengenai penetapan lokasi dilengkapi dengan:
1. Tabel Daftar Lokasi
Daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
dimaksud adalah daftar lokasi yang telah diverifikasi oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
Tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik
koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas
penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan
berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain
2. Peta Sebaran Lokasi
Peta sebaran lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dibuat dalam suatu wilayah kabupaten/kota atau provinsi khusus
DKI Jakarta berdasarkan tabel daftar lokasi.
3. Buku Profil Lokasi
Buku profil lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan hasil pendataan dan penilaian lokasi untuk tiap

lokasi.



Format kelengkapan penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini.
1. Contoh Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Lokasi

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA .............
NOMOR : ..ot
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN/KOTA .......ccoviieninnnen.

BUPATI/WALIKOTA .......ccceeiinienne. ,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan  permukiman  kumuh
merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah
dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang
Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);




2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor .../PRT/M/201 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ............. TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA ...............

KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam
lingkup wilayah kabupaten/kota yang dinilai tidak laik
huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
ditetapkan  berdasarkan hasil pendataan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan
peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara
Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor .../PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten/Kota ..... ditetapkan sebagai dasar
penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kabupaten/Kota ..... , yang merupakan komitmen

Pemerintah Daerah dalam mendukung Program
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk
dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa
Kumuh;

Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di

Kabupaten/Kota ..... meliputi sejumlah ... (terbilang
....... ) lokasi, di ... (terbilang .....) kecamatan, dengan
luas total sebesar ... (terbilang ..... ) hektar;

Penjabaran mengenai:

a. Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran I;

b. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran II; dan

c. Buku Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran III.

dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati/Walikota

ini;

Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh di Kabupaten/Kota ..... ini, maka

Pemerintah  Daerah  berkomitmen untuk untuk

melaksanakan  Peningkatan  Kualitas Perumahan

Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan

berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah

dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-
sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di L e
Pada tanggal L e e e
BUPATI/WALIKOTA ....ciiiiiiiiiiiininenes
t.t.d.
(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Sumber: Tim Penyusun, 2017




2. Format Daftar Lokasi yang Terverifikasi
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DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA

NO NAMA LUAS LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN| KOORDINAT |KEKUMUHAN| PERT. LAIN [LEGALITAS| PRIORITAS
LOKASI (HA) |RT/RW| KELURAHAN,/ | KECAMATANJUMLAH| KEPA- |LINTANG BUJUR|NILAI|TINGK. | NILAI|TINGK.| TANAH
DESA /DISTRIK DATAN
1 Dabag | 1,86 |05/08 | Condongcatur Depok - <400 | 7°46' |7°46'| 46 [Sedang 9 |Tinggi| Legal B1/ 2
Jiwa / | 16,71" [16,71"
Ha
2 |Ngropoh| 0,52 |04/24 | Condongcatur Depok - <400 | 7°45 | 110° | 35 Ringan| 5 |Sedan| Legal C3/6
Jiwa / | 48,41" 24" g
Ha 14,19"
3
dst
Mengetahui,

Tim Verifikasi Pusat

Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota
(Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman)

Tim Verifikasi Provinsi
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
(Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman)

Sumber: Tim Penyusun, 2017



3. Peta Sebaran Lokasi

\
Keterangan Koordinat
(Lintang & Bujur)
-~
Garis Koordinat
(Lintang & Bujur)
Keterangan Lampiran SK
Kepala Daerah
{ Judul Peta |
Skala, Orientasi, Proyeksi,
Sistem Grid, Datum
I
| Keterangan Sumber Peta |
| Keterangan Legenda |
Lambang dan Nama
Kabupaten/Kota \
I
Tanda Tangan Kepala Daerah
|
Peta Inset | _\
/ [ ] [ [
7 AMPIRAN 1T
KEPUTUSAN BUPAf'T/WALIKOTA NOMR .. /D LEGENDA: PETA INSET: \ \ \
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN [KUMUHDAN
PERMYKIMAN KUMUH
TA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KYMUH DI
KABUPATEN/KOTA ... / / BUPATI/WALIKOTA ............. \ ...........
4 / (Tanda Tangan)
1:500,000 Nama Lengkap (Tanpa gelar)
S-L;MBERA l;léTA:" — I D PEMERINTAH KABUPATEN/KATA

Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

Sumber: Tim Penyusun, 2017

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat

dilihat dalam bagan alir sebagai berikut.



IDERTIFIEASI PERILAIAR LEGALISASI
LOKASI LOKASI DAFTAR
LOKASI

PROSEDUR PERDATAAR

dilalotan olah parnaringah dacrah
dangan malibatican macyarakat

A 4

Dalam bentulk

T e Kondisi Keputusan Bup/Wal
Identifilo=i P _x?nma.ha.n dan —| Kelcamuhan (gnbaczar natk DEI)
Permulcdman
p.¢ bat ata Mngloap antitac T——
i i pati egalitas
pearumahban ata permulinan dari setiap > '.I.’gugh P —
Daftar Lolasi & Peta

Identifilm=i Kondisi Kekumuhan Pertimbangan Sebaran

I enentuloan tingoat anamuban pada - Lain
Daaty perumahan dan pearmulinan dengan
foanali parmacalahan bang
gaduny, TArAnA dan Pracarans
PandlomEnys.
Identifilm=i Legalitas Tanah
manentulan statuc logalitac tanah pada
sotiap lokad parumaban amuh dan
parmukinan Januh Sebagal dasar yang

A1)

£ -
Identifilm=i Pertimbangan Lain
identifiicad tarhadap babarapahal Ian yany
bargfat non folks untuls manantuloan sioala

pricritas pananganan parumaban 6
parmulinan kanuh,

Gambar 1. Skema Penetapan Lokasi
Sumber: Tim Penyusun, 2017
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D. FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG

Tabel 5. Formulasi Hasil Peninjauan Ulang

Provinsi = e Luas SK = e Ha
Kab. /Kota = - Luas Verifikasi = ... Ha
Kecamatan = Jumlah Bangunan = e Unit
Kawasan = Jumlah Penduduk = Jiwa
Jumlah KK = e KK
PENANGANAN TAHUN
KONDISI AWAL KONDISI AKHIR T RUIELELY
© (t+n) (t+n) TINGKAT
ASPEK KRITERIA PARAMETER SKOR HASIL PENANGANAN KEKUMUHAN
VOL | SAT | (%) | NILAI Ll VOL | SAT | VOL | SAT | (%) NILAI
STRUKTUR
76%-100%
bangunan pada
lokasi tidak 5 Unit Unit Unit
memiliki
keteraturan
51%-75%
a. Ketidakteraturan bangl‘Jn‘an pada
Baneunan lokasi tidak 3
1. KONDISI g memiliki
BANGUNAN keteraturan
GEDUNG 25%-50%
bangunan pada
lokasi tidak 1
memiliki
keteraturan
76% - 100%
b. Kepadatan bangunan memiliki
Bangunan kepadatan tidak 5 Ha Ha Ha
sesuai ketentuan
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PENANGANAN TAHUN PERUBAHAN
KONDISI AWAL (t+n) KONDISI AKHIR TINGKAT

(t) (t+n)
ASPEK KRITERIA PARAMETER SKOR HASIL PENANGANAN KEKUMUHAN

INFRA-
0, 0,
VOL | SAT | (%) | NILAI STRUKTUR VOL | SAT VOL | SAT | (%) NILAI

51%-75%
bangunan memiliki
kepadatan tidak
sesuai ketentuan
25%-50%
bangunan memiliki
kepadatan tidak
sesuai ketentuan
76% - 100%
bangunan pada
lokasi tidak S Unit Unit Unit
memenuhi
persyaratan teknis
51% - 75%

c. Ketidaksesuaian bangunan pada
dengan Persyaratan | lokasi tidak 3
Teknis Bangunan memenuhi
persyaratan teknis
25% - 50%
bangunan pada
lokasi tidak 1
memenuhi
persyaratan teknis

TOTAL

RATA-RATA

76% - 100% area
tidak terlayani oleh
jaringan jalan
lingkungan

Aspek Bangunan Gedung

2. Kondisi a. Cakupan
Jalan Pelayanan Jalan
Lingkungan Lingkungan
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ASPEK

KRITERIA

PARAMETER

SKOR

KONDISI AWAL
(t)

PENANGANAN TAHUN
(t+n)

HASIL PENANGANAN

KONDISI AKHIR

(t+n)

PERUBAHAN
TINGKAT
KEKUMUHAN

VOL

SAT | (%) | NILAI

INFRA-

STRUKTUR VOL

SAT

VOL

SAT

(%)

NILAI

51% - 75% area
tidak terlayani oleh
jaringan jalan
lingkungan

25% - 50% area
tidak terlayani oleh
jaringan jalan
lingkungan

b. Kualitas
Permukaan Jalan
lingkungan

Aspek Jalan Lingkungan

76% - 100% area
memiliki kualitas
permukaan jalan
yang buruk

S51% - 75% area
memiliki kualitas
permukaan jalan
yang buruk

25% - 50% area

memiliki kualitas

permukaan jalan
ang buruk

RATA-RATA

3. Kondisi
Penyediaan Air
Minum

a. Ketersediaan
Akses Aman Air
Minum

76% - 100%
Populasi tidak

dapat mengakses S
air minum yang

aman

S51% - 75%

Populasi tidak 3

dapat mengakses
air minum yang

KK

KK

KK
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ASPEK

Aspek Penyediaan Air Minum

KRITERIA

PARAMETER

SKOR

KONDISI AWAL
(t)

PENANGANAN TAHUN

(t+n)

HASIL PENANGANAN

KONDISI AKHIR

(t+n)

PERUBAHAN
TINGKAT
KEKUMUHAN

VOL

SAT | (%)

NILAI

INFRA-
STRUKTUR

VOL

SAT

VOL

SAT

(%)

NILAI

aman

25% - 50%
Populasi tidak
dapat mengakses
air minum yang
aman

b. Tidak
terpenuhinya
Kebutuhan Air
Minum

76% - 100%
Populasi tidak
terpenuhi
kebutuhan air
minum
minimalnya

S51% - 75%
Populasi tidak
terpenuhi
kebutuhan air
minum
minimalnya

25% - 50%
Populasi tidak
terpenuhi
kebutuhan air
minum
minimalnya

TOTAL
RATA-RATA

KK

KK

KK

4. Kondisi
Drainase
Lingkungan

a. Ketidakmampuan

Mengalirkan
Limpasan Air

76% - 100%
drainase
lingkungan tidak




ASPEK

KRITERIA

PARAMETER

SKOR

KONDISI AWAL
(t)

PENANGANAN TAHUN

(t+n)

HASIL PENANGANAN

KONDISI AKHIR

(t+n)

PERUBAHAN
TINGKAT
KEKUMUHAN

VOL

SAT | (%) | NILAI

INFRA-

STRUKTUR VOL

SAT

VOL

SAT

(%)

NILAI

terhubung dengan
hirarki di atasnya

51% - 75% area
terjadi genangan >
30 cm, > 2 jam >
2x setahun

25% - 50% area
terjadi genangan >
30 cm, > 2 jam >
2x setahun

b. Ketidaktersediaan
Drainase

76% - 100% area
tidak tersedia
drainase
lingkungan

51% - 75% area
tidak tersedia
drainase
lingkungan

25% - 50% area
tidak tersedia
drainase
lingkungan

c. Kualitas
Konstruksi Drainase

76% - 100% area
memiliki kualitas
konstruksi
drainase
lingkungan buruk

51% - 75% area
memiliki kualitas
konstruksi
drainase




ASPEK

KRITERIA

Aspek Drainase Lingkungan

PARAMETER

SKOR

PENANGANAN TAHUN
KONDISI AWAL N KONDISI AKHIR | ToRUBAHAN
) (5553) trm) TINGKAT
HASIL PENANGANAN KEKUMUHAN
VOL | SAT | (%) | NILAI INFRA- VOL | SAT | VOL | SAT | (%) NILAI
STRUKTUR

lingkungan buruk

25% - 50% area
memiliki kualitas
konstruksi
drainase

- | |76%-100% area

5. Kondisi
Pengelolaan
Air Limbah

a. Sistem
Pengelolaan Air
Limbah Tidak
Sesuai Standar
Teknis

RATA-RATA

memiliki sistem air
limbah yang tidak
sesuai standar
teknis

51% - 75% area
memiliki sistem air
limbah yang tidak
sesuai standar
teknis

25% - 50% area
memiliki sistem air
limbah yang tidak
sesuai standar
teknis

KK

KK

KK

b. Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Air Limbah Tidak
Sesuai dengan
Persyaratan Teknis

76% - 100% area
memiliki sarpras
air limbah tidak
sesuai dengan
persyaratan teknis

51% - 75% area
memiliki sarpras
air limbah tidak

KK

KK

KK




ASPEK

KRITERIA

Aspek Pengelolaan Air Limbah

PARAMETER

SKOR

PENANGANAN TAHUN
KONDISI AWAL N KONDISI AKHIR | ToRUBAHAN
) (5553) trm) TINGKAT
HASIL PENANGANAN KEKUMUHAN
VOL | SAT | (%) | NILAI INFRA- VOL | SAT | VOL | SAT | (%) NILAI
STRUKTUR

sesuai dengan
persyaratan teknis

25% - 50% area
memiliki sarpras
air limbah tidak
sesuai dengan
persyaratan teknis

TOTAL
RATA-RATA

6. Kondisi
Pengelolaan
Persampahan

a. Prasarana dan
Sarana
Persampahan Tidak
Sesuai dengan
persyaratan Teknis

76% - 100% area
memiliki sarpras
pengelolaan
persampahan yang
tidak memenuhi
persyaratan teknis

51% - 75% area
memiliki sarpras
pengelolaan
persampahan yang
tidak memenuhi
persyaratan teknis

25% - 50% area
memiliki sarpras
pengelolaan
persampahan yang
tidak memenuhi
persyaratan teknis

KK

KK

KK

b. Sistem
Pengelolaan
Persampahan yang

76% - 100% area
memiliki sistem
persampahan

KK

KK

KK




ASPEK

KRITERIA

PARAMETER

SKOR

KONDISI AWAL
(t)

PENANGANAN TAHUN
(t+n)

HASIL PENANGANAN

KONDISI AKHIR
(t+n)

PERUBAHAN
TINGKAT
KEKUMUHAN

VOL

SAT | (%) | NILAI

INFRA-
STRUKTUR

VOL

SAT

VOL | SAT | (%)

NILAI

tidak sesuai Standar
Teknis

Aspek Pengelolaan Persampahan

7. Kondisi
Proteksi
Kebakaran

a. Ketidaktersediaan
Prasarana Proteksi
Kebakaran

tidak sesuai
standar

51% - 75% area
memiliki sistem
persampahan
tidak sesuai
standar

25% - 50% area
memiliki sistem
persampahan
tidak sesuai
standar

TOTAL

RATA-RATA

76% - 100% area
tidak memiliki

prasarana proteksi

kebakaran

51% - 75% area
tidak memiliki

prasarana proteksi

kebakaran

25% - 50% area
tidak memiliki

prasarana proteksi

kebakaran

0,00
0,00

Unit

Unit

0,00
0,00

Unit

b. Ketidaktersediaan
Sarana Proteksi
Kebakaran

76% - 100% area
tidak memiliki
sarana proteksi
kebakaran

Unit

Unit

Unit
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ASPEK

KRITERIA

Aspek Proteksi Kebakaran

PARAMETER SKOR (®

PENANGANAN TAHUN PERUBAHAN
KONDISI AWAL (t+n) KOND(IS_IH ;\KHIR TINGKAT
HASIL PENANGANAN KEKUMUHAN
VOL | SAT | (%) | NILAI DEIY VOL | SAT | VOL | SAT | (%) NILAI
STRUKTUR

S51% - 75% area
tidak memiliki
sarana proteksi
kebakaran

25% - 50% area
tidak memiliki
sarana proteksi
kebakaran

TOTAL
RATA-RATA

Tingkat
Kekumuhan

RATA-RATA KEKUMUHAN SEKTORAL

KONTRIBUSI PENANGANAN

Tingkat
Kekumuh
an

SEKTORAL

RATA-RATA KEKUMUHAN

KONTRIBUSI
PENANGANAN
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PENANGANAN TAHUN
KONDISI AWAL (t+n) KONDISI AKHIR PE,;F%EIJ gﬁ,ﬁ‘ Al
ASPEK KRITERIA PARAMETER SKOR (® HASIL PENANGANAN i) KEKUMUHAN
VOL SAT (%) NILAI DEIY VOL SAT | VOL SAT (%) NILAI
STRUKTUR
Kontribusi penanganan =
JUMLAH NILAL TINGKAT ( Rata2 kumuh sektor-al awal — Rata2 k1-tmuh sektoral akhir ) % 100%
KEKUMUHAN Rata—rata kumuh sektoral awal
71 -95 KUMUH BERAT . o = : :
* Jika nilai rata2 kumuh sektoral akhir < 25%, maka kontribusi
45 -70 KUMUH SEDANG
19 - 44 KUMUH RINGAN
<19 TIDAK KUMUH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hikmad Batara Reza Lubis, SH. MH.
NIP. 197908102005021001

Sumber: Tim Penyusun, 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO




LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/PRT/M/2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP  PERUMAHAN KUMUH  DAN
PERMUKIMAN KUMUH

POLA PENANGANAN DAN BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN
NON FISIK

POLA PENANGANAN

Terkait dengan pola-pola penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, dapat diidentifikasi penanganan fisik untuk
bangunan dan lingkungan serta prasarana dan sarana sesuai dengan
bentuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 1. Penanganan Fisik Infrastruktur menurut Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Penanganan Fisik Infrastruktur
Pola
No. Penanganan Pengelol Ai P lol
& Bangunan Gedung | Jalan Lingkungan | Penyediaan Air Minum | Drainase Lingkungan geloraan Alr engelolaan Proteksi Kebakaran
Limbah Persampahan

1 | Pemugaran |e Rehabilitasi e Rehabilitasi ¢ Rehabilitasi unit e Rehabilitasi sarana Rehabilitasi unit Rehabilitasi Rel.'lablhtam .
bangunan jalan untuk penyediaan air dan prasarana pengelolaan air unit unit proteksi
gedung agar mengembalikan minum untuk drainase untuk limbah untuk pengelolaan kebakaran
fungsi dan kondisi mengembalikan mengembalikan mengembalikan persampahan untuk
massa kemantapan kondisi sesuai kondisi sesuai kondisi sesuai untuk mengembalikan
bangun.an . Ja}lan saat awal dengan ' dengan persyaratan dengan mengerpbahka kondisi sesuai
kembali sesuai dibangun, persyaratan teknis teknis saat awal persyaratan n kondisi dengan
kondisi saat seperti saat awal dibangun/disediak teknis saat awal sesuai dengan
awal dibangun. perbaikan dibangun/disediak an, seperti dibangun/disedi persyaratan persyaratan

struktur jalan. an, seperti penggantian akan, seperti teknis saat teknis saat awal

penggantian komponen gorong- penggantian awal dibangun, dibangun,
komponen pada gorong, perbaikan komponen pada seperti seperti
unit-unit air baku, struktur drainase. SPAL-T seperti penggantian penggantian
}1n¥t produk.51 dan komponen sarana dan sarana dan
jaringan unit pemipaan, prasarana
distribusi dan unit penggantian pemilahan, prasara.na
pelayanan. komponen pada pengumpulan, proteksi

SPAL-S seperti pengangkutan, kebakaran.

tangki septik, dan

cubluk, biofiter pengolahan.

dan komponen

sejenis.

2 | Peremajaan |e Perubahan ¢ Perubahan e Peningkatan e Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan
fungsi dan fungsi jalan kapasitas dari unit kapasitas/jumlah kapasitas dari kapasitas dari kapasitas dari
massa akibat adanya penyediaan air sarana dan unit pengelolaan unit unit proteksi
bangunan dari perubahan minum, seperti prasarana drainase, air limbah, pengelolaan kebakaran,
kondisi awal fungsi kawasan penambahan seperti seperti persampahan, seperti
saat dibangun. yang komponen pada penambahan penambahan seperti penambahan

. dihubungkan. unit-unit air baku gorong-gorong, komponen pada penambahan komponen
e Peningkatan
penambahan komponen sarana dan




kapasitas Peningkatan dan unit produksi . pompa, SPAL-S. pewadahan, prasarana
tampung dari kapasitas jalan . penambahan . pengumpulan, proteksi
bangunan lingkungan, Penmgkatan kapasitas kolam Pemngkatan dan kebakaran.
. jangkauan jangkauan
gedung. seperti: ) . tandon, dan . pengolahan. .
pelayanan dari unit . pelayanan dari Peningkatan
penambahan . . lainnya yang , . . .
. penyediaan air L sistem pemipaan Peningkatan jangkauan
lajur dan/atau . . sejenis. .
clebaran minum, seperti pada SPAL-T. jangkauan pelayanan
Ea dan ialan penambahan/ e Peningkatan pelayanan dari sarana proteksi
dan /atJau perluasan jaringan jangkauan sistem kebakaran
menshubuneka unit distribusi dan pelayanan dari pengangkutan seperti lingkup
n 'argin an i a%an unit pelayanan. jaringan drainase, sampah. pelayanan dari
aJn egl daJ seperti pelebaran alat dan
fok fs 1p an saluran atau kendaraan
sama. g ami a dan/atau pemadam
belum menghubungkan kebakaran.
tersambun jaringan drainase
& pada lokasi yang
sama namun belum
tersambung.
Pemukiman Pembangunan Pembangunan Pe.nyediaan air _ |® Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
Kembali bangunan jalan minum pada lokasi drainase unit pengelolaan unit unit proteksi
gedung pada lingkungan baru yang sesuai lingkungan pada air limbah pada pengelolaan kebakaran pada
lokasi baru pada lokasi arahan rencana lokasi baru yang lokasi baru yang persampahan lokasi baru
yang sesuai baru yang tata ruang dan sesuai arahan sesuai arahan pada lokasi yang sesuai
arahan rencana sesuai arahan rencana induk rencana tata ruang rencana tata baru yang arahan rencana

tata ruang dan
sesuai daya
tampungnya.

rencana tata
ruang.

sektor air minum.

dan rencana induk
sektor drainase.

ruang dan
rencana induk
sektor
pengelolaan air
limbah.

sesuai arahan
rencana tata
ruang dan
rencana induk
sektor
pengelolaan
persampahan.

tata ruang dan
rencana induk
sektor proteksi
kebakaran.

Sumber: Tim Penyusun, 2017
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BENTUK REKOMENDASI PENANGANAN NON FISIK

Program penanganan non fisik diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai
rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bentuk-bentuk

rekomendasi penanganan non fisik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rekomendasi Penanganan Non Fisik

Aspek Rekomendasi Penanganan Non Fisik

Terkait * Penetapan Regulasi Terkait Bangunan dan Lingkungan
Bangunan & |+ Penertiban IMB
Lingkungan * Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan

dan Lingkungan

Terkait * Penetapan Regulasi Terkait Drainase Lingkungan
Drainase * Pembinaan Penyediaan Resapan Kavling

Lingkungan * Pembinaan Pemeliharaan dan Perbaikan Drainase

Terkait * Penetapan Regulasi Terkait SPAM

Penyediaan Air |+ Pembinaan Penyediaan Air Minum Berbasis
Minum Masyarakat

* Pembinaan Standar Air Minum yang Sehat

* Pembinaan Mengurangi Eksploitasi Air Tanah

* Pembinaan Menggunakan Air Minum Terpusat

Terkait * Penetapan Regulasi Terkait Sanitasi
Pengelolaan Air |« Pembinaan Sistem Sanitasi Individu, Komunal
Limbah maupun Terpusat
* Pembinaan Pola Sanitasi Sehat

* Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Terkait * Penetapan Regulasi Terkait Persampahan
Pengelolaan * Pembinaan Program 3R
Persampahan |+ Peningkatan Pola Hidup Bersih
* Pembinaan Pengelolaan Persampahan Berbasis

Masyarakat

Terkait Potensi |+ Peningkatan Potensi Ekonomi Lokal
Ekonomi Lokal |+ Program Bina Usaha dalam rangka Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat

 Bantuan Modal Usaha

Terkait Status |+ Sosialisasi pada Lokasi Permukiman Squatters
Lahan * Pembinaan Sertifikasi Kepemilikan Lahan

* Pemberian Izin Pemanfaatan pada Tanah Aset

Pemerintah /Pemda
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No Aspek Rekomendasi Penanganan Non Fisik
8 Terkait Sosialisasi Program dan Rencana Aksi Penanganan
Partisipasi Lokasi
Penanganan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan
Pembinaan Keswadayaan Masyarakat

9 Terkait Pembinaan Program Pemukiman Sementara dan

Pemukiman Pemukiman Kembali
Kembali Pembinaan Mengenai Pola Hidup Vertikal

10 Terkait Fasilitasi Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat

Pengelolaan Pembinaan Upaya Pemeliharaan dan Perbaikan

Program Penghargaan dan Kompensasi
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